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Nama SOP
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SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan

Informasi Publik.

Petugas dan Informasi memiliki kemampuan

1. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan dan Pengelolaan

Informasi.

2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan

pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.




6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Keterbukaan
Informasi Publik.

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 1. Desk (meja) layanan informasi
2. SOP Permohonan Uji Konsekuensi Informasi Publik 2. Laptop / Komputer
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 3. Printer
4. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik 4. Jaringan Internet
5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 5. ATK

6. Daftar Informasi Publik

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy serta

2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai.

terlayani dengan baik.

3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah

terhadap masyarakat menjadi negatif.

dipublikasikan secara berkala




SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
N Petugas KELENGKAPAN
(0] NSEUAIA PPID Pelaksana PPID Pelaygnan WAKTU OUTPUT
Informasi
1 | Mengumpulkan dan Form Daftar
Mengusu|kan Daftar Informasi Publik )
Informasi Publik berikut Tentatif | Daftar Informasi
Publik
dokumennya
2 | Menerima, usulan DIP
berikut dokumennya dan
. Form Daftar )
meminta Petugas > . . . Daftar Informasi
Pelayanan Informasi Informasi Publik Tentatif Publik
melaukan pemeriksaan
v
3 | Memeriksan dan
mengidentifikasi DIP Form Daftar )
berikut Dokumennya dan Informasi Publik Tentatif DaftaFr) IrgflpkrmaSI
menyaikan laporan kepada ubl
PPID
4. | Menyetujui dan Form Daftar
mengesahkan seluruh P Informasi Publik ] Daftar Informasi
informasi dan dokumentasi N Tentatif Publik
publik yang sudah didaftar.
5 | Mendokumentasikan
informasi dan dokumentasi Form Daftar ) Daftar Informasi
publik yang telah < >( ) Informasi Publik Tentatif Publik
mendapat pengesahan.




